BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 4, TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Memimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 289/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
telah mengalokasikan belanja bantuan keuangan bersifat
khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
l Timur;

b. bahwa berdasarkan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Gubernur
+§ Sumatera Selatan Nomor 289/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana
J dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 vang diproses sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai
dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

¢. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan
Komering Ulu Timur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

‘l? Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2.Undang-Undang...
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Undang-Undewng  'omor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan llir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4335);

. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400)

¥

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Teidhwn 2004 Nomor 104, Teunbahan
Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

Undeang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
heuangan antara Pemerinteah Pusat dan Pemerintcah Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembeauwan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daereih (Lembearan Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomior 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah({Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014
Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sisten Keuangsin Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19} dan/atau Dalarn Rangka Menghadapi
Ancaman  Yang Membahavakan  Perekonomian  Nasional
dan/atau  Stabilitas Sistem  Keuangan(Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6483);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja [nstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerint:ihan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

12 Peraturan Pemerintah...
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor |l4, Tambahcoin Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35887 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintexth Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangk at  Daerah  (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republikk Indonesia Nomor 6402);

. Peramrews Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelavanan Mimimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Terhun Nomor 2. Tambeaihan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor €17 8j:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lewnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Perawuran Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan

Postur dan Rinciemn Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 94};

[nstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing
Kegiatan, Realok asi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan
Jasa Dalam Rangka Percepatan Penangangan Corona Virus
Disease 2019;

. Peraturan Menteri Dalawn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keueangan Daerah sebagaimeina telah
heberapa kal diubah teralkhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomior 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik In.donesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penvusun:snn  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6353);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam
Rangka Penangguwangan Corona Virus Disease 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
PercepatcainPenanganein  Corona  Virus Disease 2019  Di
Linglc ung.anPemerintah  Dacrah  (Berita Negewa  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 Daleun Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID- 19} dan/atau Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perek onomican Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

22 Keputusan Bersamd..




22. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177 /KMK.07/2020
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019 {COVID-19),Serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

23. Peraturan Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2017 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor
5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG
PERUBAHAN KETI A ATAS PERATURAN BUPATI OGAN
KOMERING ULU TIMUR NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN
2020,

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 diubah sebagaj
berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penvesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan
Konierine Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut

(1) Pendapatan

a. Seamula Rp. 1.887.170.279.971,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (111.364.506156,00}

¢. Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.775.808.978.815.00
(2) Belanja )

4. Semula Rp. 1,835,870, 772.871,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (91.514.506.156,00)

c. Jumiah Belanja setelah perubahan Rp. 1.744.356.273.815,00

Sur plus/({De fisit)




|

|

3
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Ep. 31.449.500.000,00

(3] Pembiavaan
a. Penerimaan

Semula Rp. 245.000.000,00
Bertambah/ (Berkurang) Bw, 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiavaan Rp. 245.000.000,00

Setelah Perubahan

b. Pengeluaran

Semula R, 51.544.500.000,00
Bertambah/(Berkurang) Rp. (19.850.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiavaan Rp. 31.694.500.000,00
Setelah Perubahan
Pembiayaan netto setelah per''bahan Rp. (31.449.500.000,00)
(4) Sisa lebih pembiavaan anggaran tahun Rp. 0,00
berkenaan

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

(1) Pendapatan yvang dimaksud dalam Pasal 2 avat (1) terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp. 107.866.678.700,00
Bertambah/(Berk urang} Fo, (14.305.394.482,00)
Jumliah Pendapatan Asli Daerah Rp. 03.561.284.218,00

Setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan

Semula Rp. 1.288.394.231.033,00
Bertambah/(Berrsurang) Rp. {173.745.610.000,00)
Jusnlah Dana Peripabangan setelah Rp. 1.114.648.621.033,00

perubahan

¢. Lain-Lain Pendapatan Dacrah Yang Sah

Sermula Rp. 490.909.370.238,00
Bertambah/(Berkurang) Rp. 716.686.498.326.00
Junitah Lain-Lain Pendapatan Dacrah Rp. 267.595.868.564,00

vang sah setelah perubahan

(2) Belanja vang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

Semula Rp. 1. IR 2a3RER 194, Q0
Bertambah /(Berkurang) Rp. 9.720.649.053,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.123.333.478.847,00

setelah perubahan

b, Belanja Langsung

Semula Rp. 722,287 .950.177.40
Bertambah/{Berkurang) Rp. (LOL. 235.155205:00]
Jumlah Belanja Langsung setelah Rp. 621.022.794.968,00
Perubahan

(:3)Pendapatan Asli Daerah.,,
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{3) Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada huruf

(a) terdiri dari:
a. Hasll pajak daerah

41.197.300.000,00
{13.039.434.482.00)

Semula Rp.
Bertambah/ (Berkurang) Rp.
Jumlah Pendapatan pajak daerah Rp.

setelah perubahan

bh. Hasil Retribusi daerah

28.137.865.518,00

17.369.378.700.00
(1.265.960.000,00)

Semula Rp.
Bertambah/ (Berkurang) Rp.
Jumlah Hasil retribusi daerah Rp.

setelah perubahan

16.103.418700,00

¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan

2.500.000.000,00
0.00

Semula Rp.
Bertambah/ (Berkurang) Rp.
Jumlah Hasil pengelolaan kekavaan Rp.

Daerah vang dipisahkan setelah
Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2.500.000.000,00

46.800.000.000,00
0.00

Semula Rp.
Bertambah/{Berkurang) Rp.
Jumlah Lain-lain pendapatan asli Rp.

daerah yang sah setelah perubahan

46.800.000.000,00

(4) Dana Perimbangan vang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada huruf (b)

tendici dari;

a. Bagi hasil pajak dan Bukan Pajak
Semula Rp.
Bertambah/ (Berkurang} Rp.

162.770.755.033,00
(33.771.309.000,00)

Jumlah Bagi hasil pajak dan Bukan Rp.

Pajak setelah perubahan

b. Dana Alokasi Unum

128.999.446.033,00

837.045.521.000,00
(77.832.726.000,00)

Semula Rp.
Bertambah/(Berkurang) Rp.
Jumlah Dana Alokas! Umum Rp.

setelah perubahan

¢. Dana Alokas: Khusus

759.212.795.000,00

288.577.955.000,00
(62.141.575.000.00])

Semula Rp.
Bertambah/(Berkurang) Rp.
Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp.

setelah perubahan

226.436.380.000,00

(5) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah vang dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) pada huruf (¢) terdiri dari:
a. Pendapatan hibah

73.358.000.000,00
0,00

Semula Rp.
Bertambah /(Berkurang) R,
Jumlah Pendapatan hibah setelah Rp.

Perubahan

¥5.258.000.000,00

b.Dana Bagi Hasil...




b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Semula
Bertambah/(Berkurang)

Juiilah Dana B ogi Hasil Pajak dari

Rp.

Rp.

83.375.890.068,00
3.294.635.326,00

Rp.

Provinst dar Pernerintah Daerah Lainnya

setelily per i

¢. Dana Penyesua:ai

sermula

Sertambah urang)
Jumiah Das

khusus sete (+ perubahan

g Bl (waan ke

semula R
Bert: nbah /{iciurang) Rp.
Jur: ah Bantian keuangan dari Ry
Pro st at Ponerintah Daerah
iinnv - st clar perubahan
E, ina Der a

Semtia Rp.
Berte by /il fhurang) Rp.

nla’ ua Jesa setelah perubahan Rp.

(0) Belan

(a} tere.  dari:

a. Bela: :Pegawa:
S nula
B: rtambah/{Berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai setelah
perubahan

b. Belanja Bunga
Semula
- Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Belanja subsidi setelah
perubahan

c. Belanja subsidi
Semula
Bertambah/ {Berkurang)
Jumlah Belanja subs.di setelah
perubahan

d. Belanja hibah
- SemUla
- Bertambah/ {Berkurang)
Jumlah Belanja hibah setelah
perubahan

A

Belanja Bantuan Sosial
Semulla
Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah perubahan

i otonomi k husus

Rp.
Rp

86.670.525.394,00

19.826.331.000,00
(L3 12002 .000,00)

nvestalan dan otonomiRp.

18.514.329.000,00

dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnva

6b.585.230. 170,60
78.000.000.000,00

144.535.230.170,00

247.813.919.000,00
(35206 185 [NECI0]

244.517.784.000,00

idak Langsung yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada huruf

0.00

Rp. 671.857.636.644,00
Rp. (17.047.063.980.00)
Ep. 654.810.572.664,00
Rp. &.000.000.000,00
Rp. (1.300.000.000,00)
Rp. 6.700.000.000,00
Rp. 1.200.000.000,00
Rp.

Rp. 1.200.000000,00
Rp. 71.411.460.750,00 -
Rp. (905.200.000,00)
Ep. 70.506.260.750,00
Rp. 1.225.000.000,00
Rp. (1.225.000.000,00)
Rp.

0,00

f-Belanja bantuan.. .



Belaiya  bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa

Semula Rp. 358.918.732.400,00
Bertambah/(Berk urang) Rp. {14,296.135.000,00)
Jumlah Belanja bantuan keuangan Rp. 344.622.597.400,00

Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa setelah perubahan

g. Belanja udak terduga

Semula Rp. 1.000.000.000,00
Bertambah/ (Berkurang) Rp. 44.494.048,033,00
- Jumlah Belanja tidak terduga Rp, 435.494.048.033,00

setelah perubahan

(7} Belanja Langsung vang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2} pada huruf (b)
terdiri dari :
a. Belanja pegawai

Semula Rp. 22.344.224.700,00
Bertambah/ (Berkurang) Rp. (248.100.000.,00)
Jumlah Belanja pegawai setelah Rp. 22.096.124.700,00
perubahan

b. Belanja barang/jasa

Semula Rp. 408.685.878.165,00
Bertambah/ {(Berkurang) Rp. (80.910.882.095.00)
Jumlah Belanja barang/jasa Rp. 327.774.996,070,00

setelah perubahan

¢. Belanja modal

Semula Rp. 290227 847 312, 90
Bertambah/(Berkurar 7) Rp. (20.076.173.114,00)
Jumlah Belanja modal setelah Rp. 271.151.674.198,00
perubahan

(8) Penerimaan Pembiayaan Daerah vang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3] pada
huruf {a) terdiri dari:
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnyva

Semula Rp. 245.000.000,00
Bertambah/{Berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran Rp. 245.000.000,00

tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan

(9 Pengeluaran Pembiayvaan Daerah vang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
pada huruf (b) terdiri dari :
a, Penyertaan modal (Investasyj Pemerintah Daerah

Semula Rp. 2.544.500.000,00
Bertambah/(Berk urang) Rp. 0,00
Jumlah Penvertaan modal (Investasi) Rp. 2.544.500.000,00

Pemerintah Daerah setelah perubahan

b. Pembayvaran Pokok Utang

Semula Rp. 49.000.000.000,00
Bertambah /(Berkurang) Rp. (19.850.000.000.00)
Jumlah Pembavaran Pokok Utang Rp. 29.150.000.000,00

Setelah Perubahan
3.Ketentuan Pasal 4...
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9
Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berhunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran [ Peraturan
Bupati ini.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

vang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam

Dok umen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangikat Daerah
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun
Anggaran 2020.

Pasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat
ini deng an penempatannva dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan kKomering Ulu

Timur
Ditetapkan di Martgpura
pada tanggal % il 2020
BURATI OGAN K{Zf RING ULU TIMUR,
D MD
Diundangkan di Mar tapura /b
pada tanggal © fml'ﬂ‘ 2029

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,
XIADI

BERITA DAER.AH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 4
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